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BUPATISELUMA 
PERATORAN BOPATI SELUMA 

NOMOR 2 r TAHON 2017 
"? 

TEfiTANG 

TOGAS DAN FUNGSI 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SOMBER DAYA MANUSIA 

KABUPATEN SELUMA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BOPATI SELUMA, 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah 
Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4266); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Tahun 5887); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ 

Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma 

Tahun 2016 Nomor 8). 
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 32 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Daerah Kabupaten Seluma . 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KABUPATEN SELUMA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma, 

yaitu Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Seluma, merupakan unsur staf dalam penyusunan 
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan 
administrasi. 

5. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma, merupakan 
unsur penunjang urusan pemerintahan bidang 
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi 
kewenangan Daerah Kabupaten. 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma. 
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BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Pasal 2 
{ 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia adalah unsur penunjang otonomi daerah yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

(2) Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang terdiri dari : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi; 

dan 
3) Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari: 
1) Sub Bidang Mutasi Pegawai; 
2) Sub Bidang Kepangkatan Pegawai; dan 
3) Sub Bidang Jabatan Fungsional Pegawai. 

d. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri 
dari: 
1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai; 
2) Sub Bidang Disiplin Pegawai; dan 
3) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Pensiun. 

e. Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari: 
1) Sub Bidang Pengelola Data Pegawai; 
2) Sub Bidang Pengembangan Sistem lnformasi 

Kepegawaian; dan 
3) Sub Bidang Arsip dan Pelaporan Kepegawaian; 

f. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai terdiri dari : 
1) Sub Bidang Formasi dan Analisis Jabatan; 
2) Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai; dan 
3) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan . 

g. Jabatan Fungsional. 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

Pasal 3 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 
dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan 
asas otonomi dan tu.gas pembantuan. 

Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia mempunyai fungsi : 
1. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian; 
2. Menyelenggarakan mutasi promosi pegawai sehubungan 

dengan mutasi pegawai; 
3. Menyelenggarakan pengembangan karier Pegawai Negeri 

Sipil pada unit-unit kerja; 
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4. Menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari 
satuan/unit kerja guna penyusunan formasi Pegawai Negeri 
Sipil; 

5. Menyelenggarakan kearsipan dibidang pensiun Pegawai 
Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6. Menyelenggarakan pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
7. Menyelenggarakan pengawasan perilaku dan budaya kerja 

Pegawai Negeri Sipil; 
8. Pelaksanaan pengembangan SDM bagi ASN; 
9 . Menilai dan mencatat prestasi kerja prilaku kerja bawahan 

sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan 
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 1 
Sekretariat 

Pasal 5 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, 
penyusunan program, perencanaan, pelaporan, umum, 
kepegawaian, perlengkapan dan keuangan serta memberikan 
pelayanan administratif dalam lingkungan Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Pasal 6 

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 5, Sekretariat 
mempunyai fungsi : 
1. Perumusan program kerja sekretariat sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
2. Melaksanakan penyusunan renstra SKPD, Renja SKPD, 

RKA, DPA, profil dan pelaporan kinerja serta pembinaan 
organisasi dan tata laksana; 

3. Memfasilitasi dan mengkoordinir serta memformulasikan 
usul penyusunan Restra, Renja dan RKA, profil dan LAKIP 
dari bidang; 

4. Pelaksanaan administrasi kepegawaian; 
5. Pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, 

dan perlengkapan Badan; 
6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan organisasi; 
7. Pelaksanaan monitoring kegiatan bidang-bidang 

dilingkungan badan; 
8. Penganalisisan bahan-bahan dari bidang sebagai bahan 

masukan untuk perumusan kebijakan teknis badan; 
9. Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran; 
10. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, 

perbendaharaan, akuntansi, tuntutan penyelesaian ganti 
rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan 
surat menyurat. 

11 . Pengumpulan bahan rencana kegiatan anggaran satuan dari 
bidang-bidang di lingkungan Badan; 

12. Penyusunan laporan pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan
kegiatan dilingkungan badan; 

13. Pelaksanaan urusan administrasi Badan Pertimbangan 
Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat); 

14. Pengkoordinasian bidang-bidang agar terjalin kerjasama 
yang baik di lingkungan Badan; 

15. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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16. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja 
bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 

karier; dan 
1 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 2 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 7 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 
1. Menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 

2. Mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan 
perlengkapan rumah tangga badan; 

3. Menyediakan, menyimpan dan mendistribusikan 
perlengkapan dan kebutuhan badan; 

4. Membuat daftar inventaris barang dan pemeliharaan 
perlengkapan badan; 

5. Melakukan pencatatan, pengagendaan, pengekspedisian 
surat masuk dan surat keluar; 

6. Melakukan koordinasi dalam mengagendakan konsep nota 
Badan dan/atau konsep surat/keputusan beserta verbal 
dan berkas pendukung yang disampaikan oleh Sub Bagian 
atau Bidang guna penataan dan kerapian proses 
penyelesaian surat; 

7. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada 
Badan; 

8. Menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji 
berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin, pemberian 
tanda penghargaan / tanda jasa; 

9. Menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, 
tugas belajar, perpindahan (mutasi), perkawinan dan 
perceraian; 

10. Mengusulkan penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, 
kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan 
kartu asuransi kesehatan (Askes); 

11. Melakukan koordinasi pembuatan dan penatausahaan 
konsep surat, nota Badan dan persuratan lainnya yang 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian; 

12. Melakukan urusan kepegawaian dilingkungan Badan; 
13. Membuat laporan dan analisis kepegawaian; 
14. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, 

disiplin dan prestasi kerja; 
15. Menilai dan mencatat prestasi kerja prilaku kerja bawahan 

sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan 
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 3 
Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 

Pasal 8 

Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai 
tugas: 
1. Menyusun rencana dan program kerja; 
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2. Menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 

3. Menghimpun Program dan Rencana Kerja bidang untuk 
selanjutnya disusun menjadi Renstra, Renja dan RKA 
Badan; 

4. Menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja 
(TAPKIN), Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah 
(LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Badan; 
5. Menyusun Profil, TAPKIN, LAKIP, LPPD dan LKPJ Badan; 
6. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan 

dari bidang untuk dibuat laporan Badan secara keseluruhan 
dan disampaikan ke Bupati Seluma: 

7. Menganalisis laporan bulanan baik keuangan maupun fisik; 
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan; 
9. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban kepada atasan; 
10. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
11. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, 

disiplin dan prestasi kerja; 
12. Menilai dan mencatat prestasi kerja prilaku kerja bawahan 

sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan 
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 4 
Sub Bagian Keuangan 

Pasal 9 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: 
1. Menyusun rencana dan program kerja, berkoordinasi 

dengan pihak-pihak terkait; 
2. Menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya; 

3. Melaksanakan penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, profil 
dan LAKIP Sub Bagian Keuangan; 

4. Menyiapkan dan menyusun anggaran badan; 
5. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan; 
6. Menyediakan bahan penyusunan RKA, DPA, DPA Perubahan 

dan laporan keuangan tahunan, berkoordinasi dan kerja 
sama dengan Sub Bagian Perencanaan & Monev serta pihak
pihak terkait; 

7. Melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai; 
8. Melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan 

pertanggungjawaban keuangan; 
9. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan; 
10. Menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran dan 

verifikasi pelaksanaan anggaran; 
11. Menyiapkan pengajuan surat permintaan pembayaran; 
12. Melaksanakan pertanggung jawaban dan pelaporan 

keuangan; 
13. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, 

disiplin dan prestasi kerja; 
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14. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja 
sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan 

15. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 5 
Bidang Mutasi Kepegawaian 

Pasal 10 

Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan 
bahan pelaksanaan mutasi pegawai, mutasi kepangkatan, 

pemindahan dan penempatan pegawai dalam jabatan 

fungsional . 
Pasal 11 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 10, 

Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi: 
1. Menyusun rencana kerja Bidang Mutasi Kepegawaian; 
2. Mengelola administrasi mutasi kepangkatan, pemindahan 

pegawai dan jabatan fungsional; 
3. Mengumpulkan data pegawai dalam rangka pembinaan dan 

promosi pegawai sehubungan dengan mutasi pegawai; 
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 
5. Mengkoordinasikan sub bidang dalam melaksanakan tugas 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
6. Membuat laporan kerja akhir tahun Bidang Mutasi 

Kepegawaian; 
7. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja 

sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan 
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 6 
Sub Bidang Mutasi Pegawai 

Pasal 12 

Sub Bidang Mutasi Pegawaimempunyai tugas: 
1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Mutasi Pegawai 

berdasarkan rencana kerja tahun lalu dan tahun yang 
sedang berjalan sebagai pedoman kerja; 

2. Melaksanakan proses mutasi pegawai; 
3. Memeriksa, menilai dan mengevaluasi data mutasi Pegawai 

Negeri Sipil Daerah Kabupaten Seluma; 
4. Mempersiapkan bahan dalam rangka pembuatan Keputusan 

Bupati ten tang pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan 
bagi PNS, mempersiapkan usul pengangkatan dan 
pemberhentian; 

5. Melakukan kegiatan administrasi mutasi jabatan PNS, 
perpindahan wilayah kerja antar instansi dan mutasi 
jabatan lainya; 

6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Mutasi 
Pegawai sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; 

7. Menilai dan mencatat prestasi kerja prilaku kerja bawahan 
sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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Paragraf 7 
Sub Bidang Kepangkatan Pegawai 

Pasal 13 
Sub Bidang Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas : 
1. Mengumpulkan dan mengolah data dan bahan yang 

diperlukan dalam penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang 
Kepangkatan Pegawai; 

2. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Kepangkatan 
Pegawai; 

3. Menyiapkan rancangan usulan Prosedur Operasional 
Standar di Sub Bidang Kepangkatan Pegawai; 

4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan terkait untuk 
koordinasi kegiatan di sub bidang dan bidang; 

5. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan terkait untuk 
pelaksanaan teknis kegiatan di Sub Bidang Kepangkatan 
Pegawai; 

6. Melaksanakan kegiatan Subbid Kepangkatan Pegawai, 
sesuai dengan petunjuk teknis; 

7. Mengumpulkan bahan usulan kenaikan pangkat untuk di 
proses ke BKN Regional VII dan BKD Provinsi; 

8. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pembinaan dan 
bimbingan teknis kegiatan di Sub Bidang Kepangkatan 
Pegawai; 

9. Menyiapkan rancangan kebijakan dan rencana pembinaan, 
serta bimbingan teknis kegiatan di Bidang Mutasi dan 
Kepegawaian; 

10. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan terkait untuk 
koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kepangkatan 
Pegawai; 

11. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang 
Kepangkatan Pegawai; 

12. Mengidentifikasi stakeholder potensial yang akan dijadikan 
mitra dalam kegiatan Sub Bidang Kepangkatan Pegawai; 

13. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan 
pengawasan, evaluasi dan pelaporan; 

14. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan monitoring dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang 
Kepangkatan Pegawai; 

15. Menyiapkan dokumen laporan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Sub Bidang Kepangkatan pegawai; 

16. Menilai dan mencatat prestasi kerja prilaku kerja bawahan 
sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan 

1 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 8 
Sub Bidang Jabatan Fungsional Pegawai 

Pasal 14 

Sub Bidang Jabatan Fungsional Pegawai mempunyai tugas : 
1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Jabatan Fungsional 

Pegawai; 
2. Melaksanakan penyusunan usul Renstra, Renja, RKA dan 

DPA sub bagian; 
3. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan 

anggaran, profil dan Laporan Akuntabilitas Kinerja sub 
bidang; 
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4. Mengumpulkan data dan bahan dalam rangka penempatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional; 
5. Melakukan kegiatan administrasi pengangkatan, 

penempatan, pemberhentian Pegawai dalam jabatan 
fungsional; 

6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Jabatan 
Fungsional Pegawai sebagai bahan pertanggungjawaban 

kepada atasan; 
7. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja 

bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 

karier; dan 
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 9 
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 

Pasal 15 

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai 
tugas merumuskan pelaksanaan pembinaan pegawai, disiplin 

pegawai serta kesejahteraan pegawai dan pensiun . 

Pasal 16 

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 15, Bidang 
Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi: 
1. Menyusun rencana kerja Bidang Pembinaan dan 

Kesejahteraan Pegawai; 
2. Merumuskan bahan kebijakan dalam rangka pembinaan 

mental terutama dalam meningkatkan disiplin pegawai; 
3. Merumuskan bahan kebijakan pemberian penghargaan, 

mengelola dan memproses bahan usulan pensiun PNS dan 
pemberian tanda jasa; 

4. Melaksanakan rapat koordinasi pembinaan dan pemberian 
tanda jasa pegawai; 

5. Mengkoordinasikan sub bidang dalam melaksanakan tugas 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

6. Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan pegawai, 
peningkatan disiplin pegawai serta peningkatan 
kesejahteraan pegawai dan pensiunan; 

7. Membuat laporan akhir tahun Bidang Pembinaan dan 
Kesejahteraan Pegawai; 

8. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja 
bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 
karier; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 10 
Sub Bidang Pembinaan Pegawai 

Pasal 17 

Sub Bidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas : 
1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang 

Pembinaan Pegawai; 
2. Mempersiapkan bahan dalam rangka pembuatan tim dan 

pelaksanaan inspeksi mendadak ( sidak) pegawai; 
3. Melakukan urusan administrasi kepegawaian tentang 

pemutusan izin cuti Pegawai; 
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4. Melakukan urusan administrasi kepegawaian tentang 
pemutusan izin perkawinan dan perceraian; 

5. Melakukan urusan administrasi kepegawaian tentang izin 
menjadi anggota partai politik; 

6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang 
Pembinaan Pegawai sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; 

7. Membuat laporan kerja akhir tahun Sub Bidang Pembinaan 
Pegawai; 

8. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja 
bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 
karier; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 11 
Sub Bidang Disiplin Pegawai 

Pasal 18 
Sub Bidang Disiplin Pegawai mempunyai tugas: 
1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Disiplin 

Pegawai; 
2. Mempersiapkan bahan dalam rangka pembuatan keputusan 

bupati tentang pemberian sanksi administrasi pegawai; 
3. Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan kedisiplinan pegawai; 
4. Melakukan pembinaan mental kepada pegawai dalam 

rangka meningkatkan disiplin pegawai; 
5. Melakukan urusan administrasi kepegawaian tentang 

pembentukan Tim Pemeriksaan Ad-Hoc Pegawai; 
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Disiplin 

Pegawai sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; 
7. Membuat laporan kerja akhir tahun Sub Bidang Disiplin 

Pegawai; 
8. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja 

bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 
karier; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan . 

Paragraf 12 
Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun 

Pasal 19 
Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun mempunyai tugas: 
1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang 

Kesejah teraan; 
2. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka 

pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai; 
3. Menyelenggarakan usaha-usaha dibidang Pengurusan BPJS 

dan Taspen; 
4. Menyelenggarakan usaha-usaha dibidang Pengurusan 

Tabungan Perumahan (BAPERTARUM) pegawai; 
5. Mengurus permintaan karpeg, kartu istri/kartu suami bagi 

PNS daerah; 
6. Mempersiapkan bahan-bahan kelengkapan persyaratan 

pensiun janda/ duda para PNS dan mengumpulkan 
data/bahan pengelolaan administrasi pensiun PNS sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

7. Mengurus usulan kenaikan gaji berkala PNS; 
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8. Memproses dan menyiapkan bahan bagi pegawai yang akan 
memasuki masa persiapan pensiun; 

9. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang 
Kesejahteraan dan Pensiun sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; 

10. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja 

bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 
karier; dan 

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 13 
Bidang Informasi Kepegawaian 

Pasal 20 

Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 
urusan pengelolaan data pegawai, penyelenggaraan dan 
pengembangan sistem informasi kepegawaian serta pengarsipan 
dan pelaporan kepegawaian. 

Pasal 21 
Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 20, Bidang 
Informasi Kepagawaian mempunyai fungsi : 
1. Menyusun rencana kerja tahunan Bidang Informasi 

Kepegawaian; 
2. Merumuskan bahan kebijakan, pengembangan dan 

penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian; 
3. Merumuskan bahan kebijakan pengolahan data 

kepegawaian; 
4. Merumuskan bahan kebijakan pengelolaan jaringan dan 

informasi kepegawaian; 
5. Merumuskan kebijakan pengelolaan dokumen dan arsip 

kepegawaian; 
6. Melaksanakan pengolahan data kepegawaian, pengelolaan 

jaringan dan informasi kepegawaian, dan pengelolaan 
dokumen dan arsip kepegawaian; 

7. Mengkoordinasikan subbidang dalam melaksanakan tugas 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

8. Membuat laporan akhir tahun Bidang Informasi 
Kepegawaian; 

9. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja 
bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 
karier; dan 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 14 
Sub Bidang Pengelola Data Pegawai 

Pasal 22 

Sub Bidang Pengelola Data Pegawai mempunyai tugas : 
1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Pengelola 

Data Pegawai; 
2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data dalam rangka 

pemutakhiran data pegawai; 
3. Melaksanakan pengolahan data pegawai dalam rangka 

akurasi dan validasi data pegawai; 
4. Mengevaluasi dan menganalisis daftar data kepegawaian; 
5. Melaksanakan standarisasi dan menyusun sistem 

pengolahan data kepegawaian; 
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6. Melaksanakan koordinasi dan integrasi pembuatan program 
aplikasi data serta data pendukungnya; 

7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang 
Pengelola Data Pegawai sebagai bahan pertanggungjawaban 

kepada atasan; 
8. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja 

bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 

karier; dan 
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 15 
Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 

Pasal 23 
Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 

mempunyai tugas : 
1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang 

Pengembangan Sistem Informasi; 
2. Melaksanakan pengelolaan jaringan dan pengembangan 

informasi kepegawaian. 
3. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengembangan sistem 

informasi kepegawaian. 
4. Melaksanakan koordinasi teknis dalam penyelenggaraan 

pengembangan sistem aplikasi kepegawaian; 
5. Menyusun kebutuhan perlengkapan dan pelaksanaan 

pemeliharaan peralatan komputer serta sistem perangkat 

pendukungnya; 
6. Melaksanakan pengamanan dan proteksi sistem informasi 

kepegawaian; 
7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang 

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian sebagai 
bahan pertanggungjawaban kepada atasan; 

8. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja 
bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 
karier; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan . 

Paragraf 16 
Sub Bidang Arsip dan Pelaporan Kepegawaian 

Pasal 24 

Sub Bidang Arsip dan Pelaporan Kepegawaian mempunyai 
tugas: 
1. Mempersiapkan data statistik kepegawaian se-Kabupaten 

Seluma; 
2. Melaksanakan verifikasi dokumen kepegawaian; 
3. Melaksanakan perekaman dan pencatatan dokumen 

kepegawaian serta pelaporan kepegawaian tahunan; 
4. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan 

pengamanan dokumen dan arsip kepegawaian. 
5. Melaksanakan koordinasi teknis dalam penyelenggaraan 

sistem kearsipan dan pelaporan kepegawaian; 
6. Melaksanakan standarisasi dalam pegelolaan arsip dan 

dokumen pegawai. 
7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang 

Kearsipan dan Pelaporan Kepegawaian sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; 
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8. Menilai dan mencatat prestasi kerja prilaku kerja bawahan 
sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 17 
Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Pasal 25 

Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
mempunyai tugas melaksanakan urusan formasi pegawai dan 
analisis jabatan, pengembangan karier serta pendidikan dan 
pelatihan pegawai daerah. 

Pasal 26 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 25, 
Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
mempunyai fungsi : 
1. Menyusun rencana dan program kerja Bidang 

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan; 

2 . Menyusun bahan kebijakan perencanaan kebutuhan dan 
formasi pegawai berdasarkan analisis jabatan dan sesuai 
dengan kebutuhan daerah; 

3. Menyusun bahan kebijakan sistem pengembagan karier 
berdasarkan sistem karier atau berdasarkan prestasi kerja 
atau perpaduan kedua sistem tersebut; 

4. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam 
pelaksanaan analisis jabatan dengan SKPD/pihak-pihak 
terkait; 

5. Menyiapkan data dan bahan dalam pelaksanaan prajabatan 
CPNS, kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk 
peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam 
meningkatkan kualitas SDM Aparatur; 

6. Menyelesaikan administrasi permohonan izin belajar, tugas 
belajar, ujian dinas dan ujian penyesuian kenaikan pangkat 
pegawai; 

7. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan 
tugas di Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai dalam pengelolaan dan pelayanan pengembangan 
pegawai; 

8. Melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan 
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; 

9. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja 
bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 
karier; dan 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 18 
Sub Bidang Formasi dan Analisis Jabatan 

Pasal 27 

Sub Bidang Formasi dan Analisis Jabatan mempunyai tugas : 
1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Formasi 

dan Analisis Jabatan; 
2. Menyediakan dan mempelajari peraturan perundangan 

tentang penyusunan formasi dan analisis jabatan; 
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3. Mengumpulkan, menyiapkan, menyusun data dan bahan 
perencanaan kebutuhan dan formasi dalam rangka 
pelaksanaan formasi Pegawai Negeri Sipil; 

4. Melakukan analisis terhadap jabatan yang akan 
dipercayakan kepada seseorang agar penempatannya sesuai 
dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan PNS 
terse but; 

5. Menyiapkan data dalam rangka menyusun analisis jabatan; 
6. Melaksanakan analisis jabatan bekerja sama dengan 

SKPD/pihak-pihak terkait; 
7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Formasi 

dan Analisis Jabatan sebagai bahan pertanggungjawaban 
kepada atasan; 

8. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja 
bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 
karier; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 19 
Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai 

Pasal 28 
Sub Bidang Pengembangan Karier mempunyai tugas : 
1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang 

Pengembangan Karier Pegawai; 
2. Menyusun daftar nama-nama pegawai yang akan atau telah 

mengikuti tugas belajar dan izin belajar serta pendidikan 
ikatan dinas kepemerintahan; 

3. Menghimpun dan meneliti persyaratan pegawai yang akan 
atau telah mengikuti tugas belajar dan izin belajar serta 
pendidikan ikatan dinas kepemerintahan; 

4. Melaksanakan ujian persamaan penyesuaian ijazah dalam 
rangka pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil; 

5. Melaksanakan pengambilan sumpah PNS; 
6. Memproses izin belajar dan tugas belajar PNS; 
7. Melapokran pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; 
8. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja 

bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 
karier; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 20 
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

Pasal 29 

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas : 
1. Menyiapkan data, penyusunan rencana dan program 

kegiatan pendidikan dan pelatihan; 
2. Penyiapan bahan pengkajian, koordinasi dan kerja sama 

dengan Lembaga Diklat Pemerintah dan/ atau Lembaga 
Pemerintah lainnya dalam rangka penyelenggaraan diklat 
struktural, teknis dan fungsional; 

3. Mengirimkan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti 
Prajabatan dan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti 
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat II, III dan 
IV, serta pendidikan dan pelatihan Teknis, Profesi, pelatihan 
dibidang pemerintahan lainnya; 
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4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
5. Melaksanakan pendataan/inventarisasi alumni diklat 

struktural, teknis dan fungsional sesuai dengan kompetensi 
yang terbentuk dan ~juan pembelajaran yang telah diikuti; 

6. Menyusun kebutuhan jumlah dan spesifikasi pendidikan 
dan latihan yang diperlukan bagi PNS di Kabupaten Seluma; 

7. Melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan 
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; 

8. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja 
bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 
karier; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 21 
Jabatan Fungsional 

Pasal 30 

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal31 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan 
Bupati Seluma Nomor 32 Tahun 2010 ten tang Tugas Pokok, 
Fungsi, Uraian Togas dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan 
Pelatihan serta Peraturan Bupati Seluma Nomor 15 Tahun 
2014 tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata 
Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 32 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini den an penempatannya 

~ dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma. 
~ ...--------, Ditetapkan 

pada tangg 
Parat l<oord,na si 

I • s, M.Si 
RAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR .tr 
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